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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental 

yang melekat pada setiap individu, tanpa terkecuali anak-anak. Anak-anak, 

sebagai kelompok rentan, memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi untuk 

memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual terhadap anak 

menjadi perhatian global dan nasional yang mendesak, mengingat dampak 

traumatis dan jangka panjang yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi korban 

tetapi juga bagi struktur sosial dan moral bangsa.1 

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu krusial 

yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Data Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. 

Sebagai contoh, pada tahun 2024, terdapat 2.355 laporan kasus kekerasan seksual 

terhadap anak, dan di tahun 2025 hingga Mei, sudah tercatat 1.077 kasus. Secara 

kumulatif, dari tahun 2021 hingga Mei 2025, tercatat 8.784 kasus kekerasan 

seksual terhadap anak. Statistik ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik 

dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, yang menuntut evaluasi mendalam 

terhadap efektivitas regulasi dan penegakan hukum.2 

                                                             
 1 Andini, T., Arnarlisis Putusarn Pengardilarn darlarm Karsus Keja rhartarn Seksuarl Herry 

Wirarwa rn, Jurnarl Hukum darn HArM, Vol. 15. No. 2, 2022, hlm 3 

 2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual 

terhadap Anak Sepanjang 2024," Tempo.co, 12 Februari 2025, diakses 19 Juni 2025, 
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 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan berbagai peraturan untuk 

melindungi hak-hak anak dari kekerasan, termasuk Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.3 

 Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum ini menjadi sangat 

nyata dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, terutama dalam 

konteks yang seharusnya menjadi lingkungan aman seperti lembaga pendidikan. 

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mengidentifikasi beberapa kendala 

krusial, meliputi minimnya mekanisme deteksi dini, keterbatasan akses korban 

terhadap layanan pendampingan hukum dan psikologis, kurangnya koordinasi 

antarlembaga penegak hukum dan layanan sosial, serta belum optimalnya 

program rehabilitasi dan reunifikasi keluarga bagi korban. Selain itu, dampak 

psikologis dan sosial yang parah, ditambah dengan stigma masyarakat, seringkali 

memperparah penderitaan korban, menghambat proses pemulihan, dan bahkan 

mendorong mereka untuk enggan melaporkan.4 

 Salah satu kasus yang secara nyata menyoroti kompleksitas dan urgensi 

permasalahan ini adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry 

                                                                                                                                                                       
https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-

2024-1205902. 

 3 Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo, "Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan 

Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan," Kompas.com, 17 Juni 2025, diakses 19 Juni 

2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/11160431/menteri-pppa-terima-11850-kasus-

kekerasan-sepanjang-2025-korban-didominasi. 

 4 Andini, T, Op. Cit. 
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Wirawan. Kasus ini melibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 13 

santriwati yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Peristiwa tragis ini 

berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021, di mana korban-korban, yang 

sebagian besar masih di bawah umur, tidak hanya mengalami pelecehan seksual 

berulang kali tetapi juga beberapa di antaranya melahirkan anak akibat perbuatan 

pelaku.5 Kasus Herry Wirawan mendapatkan sorotan publik yang luas, memicu 

kemarahan, dan memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem hukum 

dalam melindungi anak-anak dari predator seksual, terutama di lingkungan yang 

seharusnya aman.6 

 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg 

dalam kasus Herry Wirawan, yang memvonis terdakwa dengan hukuman mati dan 

mewajibkan pembayaran restitusi, menjadi cerminan upaya serius penegak hukum 

dalam memberikan efek jera dan keadilan. Namun, kompleksitas kasus ini, yang 

juga menunjukkan kerentanan anak di lingkungan pendidikan dan tantangan 

dalam memastikan pemulihan komprehensif, menegaskan bahwa perlindungan 

HAM korban anak adalah isu yang tidak bisa ditunda penanganannya.7 

Kompleksitas kasus ini, termasuk proses pemulihan bagi korban yang menghadapi 

trauma psikologis dan sosial berat serta stigma masyarakat, menunjukkan bahwa 

perlindungan tidak hanya berhenti pada aspek pidana tetapi juga pada pemenuhan 

hak-hak pemulihan dan pencegahan. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) 

mengidentifikasi beberapa kendala dalam penanganan kasus seperti ini, antara lain 

                                                             
  5 Windarri, R., Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Indonesia. Jurnarl Yustisiar. Vol 10 No.1. 2021, hlm. 78-92. 

  6 Sitompul, D. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnarl 

Kebijarkarn Publik. Vol 8. No. 3, 2021, hlm. 112-128. 

 7 Putusarn Pengardilarn Tinggi Barndung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg 
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minimnya mekanisme deteksi dini, keterbatasan akses korban terhadap layanan 

pendampingan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya 

program rehabilitasi dan reunifikasi keluarga8. 

 Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) lembaga yang memiliki fokus 

utama pada Penelitian, advokasi, dan program-program yang berrturjuran untuk 

melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kerserjahterraan merrerka. Lembaga ini 

biasanya terrdiri dari para ahli di bidang anak, seperti psikolog, sosiolog, perkerrja 

sosial, dan pakar hukum anak, lembaga terrserburt melakukan studi untuk 

mengidentifikasi berberrapa hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan 

seksual terhadap anak di Indonesia, terrmasurk: 

1. Minimnya mekanisme deteksi dini dan pencegahan  

2. Kerterrbatasan akses korban terhadap layanan pengaduan dan pendampingan  

3. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus  

4. Belum optimalnya sistem rehabilitasi dan Pemulihan korban.9 

 

 Kasus Herrry Wirawan juga mengungkap dampak kekerasan seksual 

terhadap anak. Berrdasarkan psikologi, korban mengalami trauma kompleks yang 

mermperngarurhi asperk psikologis, sosial, dan akadermis merrerka.10 Kondisi ini 

diperrparah derngan stigma sosial dan terkanan dari lingkungan, yang sering kali 

mernyalahkan korban atau keluarganya.11 Dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg, pemenuhan hak asasi anak atas 

pemulihan dan keadilan diwujudkan melalui penetapan restitusi sebagai salah satu 

bentuk perlindungan komprehensif bagi korban., yaitur mermberbankan Restitusi 

                                                             
  8 Andini, T, Op. Cit., hlm 65 

  9PKPAr. Evarluarsi Sistem Perlindungan Arnark di Indonesiar. Medarn: PKPAr. 2022.hlm 12.  

 10 Prartiwi, D. "Darmpark Psikologis Kekera rsarn Seksuarl pardar Arnark: Studi Karsus Korba rn 

Herry Wirarwa rn." Jurnarl Psikologi Forensik. Vol. 8. No. 1, 2022, hlm. 23-40. 
  11 Novia rnar, I. "Stigmar Sosia rl darn Reviktimisarsi Korba rn Kekerarsa rn Seksua rl." Jurnarl 

Kesejarhterararn Sosiar. Vol,11. No. 3, 2022, hlm. 156-170. 
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kerpada Herrry Wirawan serbersar Rp.331.527.168,00 (tiga raturs tiga purlurh satur jurta 

lima raturs dura purlurh turjurh ribur serraturh derlapan purlurh ernam rurpiah).12  

Dalam Perraturran Pemerintah Nomor. 43 Tahurn 2017 tentang Restitusi 

anak yang mernjadi korban tindak pidana berrdasarkan 3 komponern, yaitur:  

1. Kerhilangan kerkayaan/ harta bernda 

2. Adanya pernderritaan yang timburl 

3. Adanya kerrurgian merdis dan psikologis13 

 Derngan memberlakukan Restitusi kerpada terpidana, diharap bahwa pelaku 

kerjahatan akan merrasa lerbih berrtanggurng jawab atas perbuatannya dan 

memberikan Pemulihan yang layak bagi korban. Hal ini jurga dapat mernjadi 

bernturk keadilan bagi korban dan memberikan perringatan kerpada calon pelaku 

kerjahatan bahwa tindakan merrerka akan berrakibat serriurs dan harurs berrtanggurng 

jawab atas tindakan merrerka.14 Perlindungan hukum yang diberrikan kerpada korban 

perlercerhan seksual diaturr dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahurn 2014 

Terntang Perrurbahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahurn 2006 Terntang 

Perlindungan Saksi Dan Korban.15 

 Herrry Wirawan, pelaku perlercerhan seksual di lingkungan berlajar, 

mermperrkosa purlurhan santriwati hingga merlahirkan di serburah pesantren di 

Kercamatan Cibirur, Kota Bandung, Jawa Barat. Berberrapa waktur lalur. 4 dari 13 

santriwati korban perbuatan Herrry Wirawan serbagai salah satur urstadz di 

                                                             
  12 Putusarn Pengardilarn Tinggi Barndung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg, Op.Cit 

  13 Rizar Arwa rluddin Hermarnsya r, Dkk, Tindarkarn Hukum Terharda rp Arnark Seba rga ri Korbarn 

Peleceharn Seksuarl Yarng Dilarkukarn Herry Wirarwa rn, Jurnarl Indonesiar Sosiarl Sarins. Vol.3, No. 6 

Juni 2022. hlm. 950 

 14 Ridar Mardya rnar, Pemuliharn Korbarn Melarlui Restitusi Bargi Korba rn Kekerarsarn Seksuarl, 

Unes Larw Review. Vol 6. No. 1 September 2023, hlm. 428  
 15 Ibid. hlm. 434  
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Pesantren merlahirkan 9 (sermbilan) anak antara tahurn 2016 sampai derngan tahu rn 

2019. Perbuatan kerji yang dilakurkan oleh Herrry Wirawan ini serjak lima tahu rn 

lalur yakni dari tahurn 2016, namurn tidak terrurngkap hingga tahurn 2021. Herrry 

Wirawan mermanfaatkan berberrapa dari sermbilan bayi yang barur lahir untuk 

merminta urang dari masyarakat derngan maksurd untuk mermurdahkan pelaku 

merndapatkan bayaran dari para derrmawan dan bayi- bayi terrserburt diberrikan staturs 

yatim piatur. 

Oleh karena itu, studi mendalam mengenai kasus Herry Wirawan menjadi 

sangat penting untuk mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem hukum 

dan perlindungan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji urgensi pemenuhan 

HAM korban anak dalam kasus kekerasan seksual melalui analisis studi kasus 

Herry Wirawan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk 

meningkatkan perlindungan hukum, memastikan keadilan, dan mencegah 

terulangnya kasus serupa di masa depan, terutama di lembaga pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mengenai Perlindungan 

Ham Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 

2. Bagaimana implementasi perlindungan HAM terhadap korban anak 

dalam kasus kekerasan seksual, ditinjau dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan 
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seksual terhadap anak, khususnya terkait aspek perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM) anak korban. 

2. Untuk merngertahuri seperti apa implermerntasi permernurhan HAM terhadap 

korban kekerasan seksual dalam kasus Herrry Wirawan ditinjau r dari 

Undang-undang HAM. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jerlas, baik 

secara Teoritis maurpurn secara praktis, manfaat yang diharapkan adalah serbagai 

berrikurt: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari pernerlitiaan ini adalah memberikan kontribursi dalam 

perngermbangan Teori hukum Interrnasional terrkait derngan perlindungan 

HAM terhadap anak yang mernjadi korban kekerasan seksual. Derngan 

mernganalisis secara yurridis, Penelitian ini dapat memberikan 

permahaman yang lerbih merndalam terntang konserp HAM dan 

implermerntasinya dalam permberrian perlindungan korban. Serlain itu r, 

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengembangkan teori hukum yang lebih baik terkait isu HAM. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam literatul akademis dan 

sebagai sumber bahan bacaan, terutama bagi yang tertarik dalam meneliti 

tentang HAM terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual  
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3. Secara akadermis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kontribursi terhadap perngermbangan ilmur hukum derngan mengidentifikasi 

Perlindungan HAM anak serbagai korban kekerasan seksual. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terrdahurlur ini merupakan salah satur acuran dalam melakukan 

Penelitian serhingga dapat mermperrkaya Teori yang digurnakan dalam merngkaji 

Penelitian yang dilakurkan. Berrikurt merupakan Penelitian terrdahurlur terrkait derngan 

Penelitian yang akan dilakurkan dan mernjadi rerferrernsi awal dari pernurlis. 

1. Penelitian yang dilakurkan oleh Jangky Daursat pada tahurn 2022 derngan jurdu rl 

“Tindak Pidana Permerrkosaan Anak (analisis Putusan PN Bandung No 

989/pid.surs/2021/PN Bdg Kasus Herrry Wirawan)” Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Nergerri Syarif Hidayahtu rllah. Pokok Penelitian ini 

perbandingan hukum positif (KUHP & UU Perlindungan Anak) dengan 

hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dalam melihat keadilan dan ketepatan 

pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak.. Perrberdaanya yaitur pernurlis 

mermfokuskan pada bagian urpaya apa saja yang dilakurkan Negara dalam 

melindungi HAM korban dan hak-hak apa saja yang diperroleh korban.16 

2. Penelitian yang dilakurkan oleh Tasha Chomsyafira pada tahurn 2023 derngan 

jurdurl “Pernerrapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku kekerasan seksual 

Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

Penelitian ini merngurraikan bagaimana pernerrapan Teori Pemidanaan terhadap 

                                                             
 16 Jarngky darusa rt, Tindark Pidarnar Pemerkosararn Arnark, Skripsi, Farkultars Sya rriarh Darn 

Hukum Universitars Islarm Negeri Sya rrif Hidarya rhtullarh, Jarkarrtar, 2022 
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pelaku kekerasan seksual pada anak di Dunia Pendidikan. Perrberdaan derngan 

pernurlis yaitur pernerlitin yang dilakurkan Tasha Chomyafira berrfokus pada Teori 

Pemidanaan pada pelaku kekerasan seksual anak merncapai 13 korban dari 

santriwati. Perrberdaanya yaitur pernurlis mermfokuskan pada bagian urpaya apa 

saja yang dilakurkan Negara dalam melindungi HAM korban dan bagaimana 

pelaksanannya.17 

3. Penelitian yang dilakurkan oleh Ela Nur Syiyam pada tahurn 2023 derngan 

jurdurl “ Dasar Perrtimbangan Hukum Hakim Dalam Pernjaturhan Pidana Mati 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak” Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Nergerri Prof.K.H.Saifu rddin Zurhri 

Purrwokerrto. Pokok Penelitian dari Ela Nur Syiyamyaitur seperti apa dasar 

perrtimbangan hukum pada Putusan hakim dalam mernjaturhkan hukuman mati 

pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, perrberdaan derngan 

pernurlis yaitur terrlertak pada fokus perrmasalahannya yang mana pernurlis 

berrfokus perlindungan HAM korban dalam kasus Herrry Wirawan.18 

4. Penelitian yang dilakurkan oleh Abd. Muradz Sumardji pada tahurn 2023 

derngan jurdurl “Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana kekerasan 

seksual Terhadap Anak” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Makassar. Pokok Penelitian dari Abd. Muradz Sumardji yaitur bagaimana 

pernerrapan Hukuman mati pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada 

                                                             
  17 Tarshar Chomsya rfirar, Penerarparn Teori Pemidarnararn Terhardarp Pelarku Kekerarsarn Seksuarl 

Terhardarp Arnark Di Duniar Pendidikarn, Skripsi, Farkultars Hukum Universitars Sriwijarya r, Parlemba rng, 

2023.  

 18 Elar Nur Syiya rm, Darsarr Pertimbarngarn Hukum Harkim Darlarm Penjartuharn Pidarnar Marti 

Terhardarp Pelarku Tindark Pidarnar Kekerarsarn Seksuarl Terhardarp Arnark, Skripsi, Farkultars Sya rriarh Darn 

Hukum Universitars Islarm Negeri Prof.K.H.Sa rifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023.  
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anak dan apakah pernerrapan hukuman mati yang di vonis hakim surdah sersursai 

derngan ketentuan hukum pidana, perrberdaan nya derngan pernurlis yaitur pada 

pokok permbahasan, pernurlis berrfokus pada perlindungan HAM korban anak 

dalam kasus Herrry Wirawan.19 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fazilatur Rahmi pada tahun 2024 dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Fakultas Hukum Universitas 

Malikussaleh. Secara umum menyoroti mekanisme perlindungan hukum 

terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana 

kekerasan seksual, dengan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan 

pada penerapan keadilan restoratif, diversi terhadap anak pelaku, dan 

pemberian restitusi serta perlindungan identitas terhadap anak korban. Fokus 

utama dalam penelitian tersebut adalah mengidentifikasi hambatan teknis 

dalam perlindungan anak, seperti kesulitan anak dalam memberikan 

keterangan, minimnya alat bukti, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah 

aman, sehingga penekanannya lebih diarahkan pada evaluasi terhadap 

efektivitas sistem perlindungan anak secara menyeluruh di tingkat lokal. 

Perbedaan utama dengan penulis terletak pada fokus objek kajian, di mana 

Fazilatur meneliti anak sebagai subjek pelaku dan korban kekerasan seksual, 

sedangkan penelitian ini menempatkan anak sepenuhnya sebagai korban 

dengan pelaku adalah orang dewasa, serta pendekatannya lebih mengarah 

                                                             
 19 Arbd. Muardz Sumarrdji, Hukumarn Pidarnar Marti Bargi Pelarku Tindark Pidarnar Kekerarsarn 

Seksuarl Terhardarp Arnark, Skripsi, Farkultars Hukum Universitars Islarm Indonesiar, Markarssa rr, 2023. 
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pada kebijakan perlindungan HAM yang di lemgkapi oleh perlindungan 

korban anak.20 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Juhari pada tahun 2024 dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. Fakultas 

Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum penelitian ini lebih 

memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban kekerasan seksual oleh lembaga P2TP2A (Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Penelitian ini 

bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang 

mengkaji peran dan kendala lembaga perlindungan anak di daerah dalam 

memberikan bantuan hukum, psikologis, dan keagamaan kepada korban. 

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan di lapangan 

seperti minimnya anggaran, kurangnya tenaga konselor, dan ketakutan 

masyarakat untuk menjadi saksi. Perbedaan utama dari kedua penelitian ini 

terletak pada lingkup wilayah, kedalaman analisis, pendekatan hukum, dan 

fokus perlindungan. Penelitian Rahmah Juhari lebih bersifat praktis dan lokal 

dengan menyoroti implementasi perlindungan di tingkat kabupaten melalui 

lembaga layanan, sedangkan penulis mengangkat aspek normatif dan 

nasional, serta mengkaji hubungan antara HAM, sistem peradilan pidana, dan 

kebijakan perlindungan korban anak sebagai bentuk pertanggungjawaban 

negara terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tersebut 

menjadi pijakan penting dalam penelitian ini, untuk memperluas pemahaman 

                                                             
 20 Fazilatul Rahmi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi, Farkultars Hukum Universitars Malikussaleh r, 

Lhokseumawe, 2024. 
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tentang perlindungan hukum anak secara komprehensif dari tingkat lokal 

hingga nasional.21 

F.  Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 

 HAM adalah hak yang merlerkat pada diri manursia yang bersifat 

kodrati dan furndamerntal serbagai suratur Anurgerrah Allah yang haru rs 

dihormati, dijaga dan dilindurngi. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya 

menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui 

keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 

umum. Bergitur purla mernghormati, melindungi dan mernjurnjurng tinggi 

HAM mernjadi kerwajiban dan tanggurng jawab berrsama antara individur. 

Pemerintah (aparaturr Pemerintah baik sipil maurpurn militerr) dan 

Negara.22 

 Konsep dasar hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki 

manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya 

bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan 

hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan 

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang 

berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal 

dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak 

                                                             
  21 Rahmah Juhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, 

Skripsi, Farkultars Hukum Universitars Malikussaleh r, Lhokseumawe, 2024. 

 22 Ar.Ba rzarr Harrarparn, dan Narwa rngsi Sutarrdi, Hark Arsarsi Marnusiar darn Hukumnyar, CV . 

Yarni’s, Jarka rrtar,2006, hlm 33-36 
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dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah 

dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia 

tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu  tetap memiliki hak-

hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai 

makhluk insani.23 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 

ayat (1) menyatakan bahwa:  

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." 

Secara obyerktif prinsip perlindungan HAM antara negara satu r 

derngan yang lainnya adalah sama dikarenakan adanya sifat universal, 

tapi secara surbyerktif dalam perlaksanaannya tidak dermikian di karenakan 

adanya sistem hukum nasional, konteks politik dan pemerintahan, faktor 

budaya, sejarah dan agama, serta mekanisme penegakan, artinya pada 

suratur waktur ada perrsamaan hakikat terhadap apa yang serbaiknya di 

lindurngi dan diaturr, tertapi pada saat berrsamaan ada perrberdaan perrserpsi 

HAM antara Negara satur derngan Negara yang lainnya.24 

                                                             
 23 Philip Alson dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, 
Yogyakart, 2008, hlm.28. 
  24 Muharmmard Armin Putrar, Eksistensi Lemba rgar Negarrar Darla rm Penegarka rn HArM Di 

Indonesiar. Fiart justisiar Jurnarl Ilmu Hukum. Vol 9. No. 3. 2015. hlm 4 
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A. Upaya negara untuk melindungi HAM korban tindak pidana 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 

keadilan25 

Di Indonesia, diantara erra order barur dan rerformasi, perrjurangan 

untuk melindungi HAM tidak murdah. Pemerintah, organisasi 

kermasyarakatan, dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) terlah 

melakukan banyak hal, tertapi hasilnya masih jaurh dari yang diharapkan. 

Namurn, ada kermajuran dari masa lalur (order barur).26 

Berrbagai urpaya perlindungan HAM yang surdah murlai dirintis dan 

sekarang di Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah banyak 

mengatur masalah HAM di Indonesia dan serdang berrjalan hingga 

serkarang perrlur diaprersiasi. HAM di Indonesia yang pernah carurt marurt 

bahkan dianggap serbagai yang terrberrat dalam serjarah perrjalanan bangsa 

Indonesia dibandingkan derngan perrkermbangan serkarang terntur surdah 

berrberda sangat jaurh.27 

Dalam rangka perlindungan dan pernergakkan HAM di Indonesia 

Pemerintah mermbernturk berberrapa lembaga khursurs seperti Komisi 

                                                             
 25 Ibid, Pasal 2 

 26 Susarni Tri Warhyu Ningsih, Perlindungan Darn Penegarkarn HArM Di Indonesiar, Jurnarl 

Hukum Legarl Starnding, vol.2 No. 2. September 2018, hlm 115 

 27 Atyar Arrinarnto, Hark Arsarsi Marnusiar darlarm Trarnsisi Politik Di Indonesiar, Pusart Studi 

Hukum Tartar Negarrar Farkuktars Hukum Universitars Indonesiar, Jarkarrtar. 2008, hlm.6 
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Nasional Hak Asasi Manursia (Komnas HAM), adanya komnas HAM 

bertujuan untuk meningkatkan perlindungn dan penegakan hak asasi 

manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perrermpuran 

(Komnas Perrermpuran).28 

Berdasarkan UU HAM pemerintah memiliki kewajiban serta 

tanggung jawab terkait HAM yaitu pada pasal 71 yang berbunyi:  

 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur 

dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan 

hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia.” 29 

 

 KUHP jurga tidak merumuskan Restitusi (ganti rurgi) yang 

serbernarnya sangat berrmanfaat bagi korban dan atau kerlurarga korban itu r 

serndiri.30 Perlindungan yang dimaksurd adalah sergala urpaya permernurhan 

hak dan permberrian banturan untuk memberikan rasa aman kerpada saksi 

dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sersurai derngan 

ketentuan Undang-undang. Disamping itur purla terrdapat Perraturran 

Pemerintah Rerpurblik Indonesia Nomor 35 Tahurn 2020 terntang 

Perrurbahan Atas Perraturran Pemerintah Nomor 7 Tahurn 2018 terntang 

Permberrian Kompensasi, Restitusi, dan banturan Kerpada Saksi dan 

                                                             
 28 Muharmmard Armin Putrar, Loc, Cit, hlm 5 

 29 Ibid, Pasal 71 

 30 Siswarntoro Sunarrso, Viktimologi Darlarm Sistem Perardilarn. Jarkarrtar: Sinarr Grarfikar, 2012. 

hlm 49 
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Korban oleh serbagai salah satur perraturran perndurkurng gurna mermperrkurat 

urpaya perlindungan saksi dan permernurhan hak korban.31 

B. Pemenuhan HAM Korban Kekerasan Seksual 

 Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual 

terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang 

bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 

termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan 

seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan 

kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa 

persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, 

serta kerugian dalam hidup mereka.32 

 Permernurhan HAM bagi korban kekerasan seksual merupakan 

tanggurng jawab Negara yang komplerks dan murltidimernsiona atau luras, 

merncakurp asperk pencegahan merlaluri erdurkasi dan sosialisasi, penanganan 

yang merlibatkan koordinasi lintas serktor antara aparat pernergak hukum, 

ternaga kerserhatan, dan perkerrja sosial, serrta Pemulihan Komprehensif 

yang merlipurti rehabilitasi merdis, psikologis, dan sosial, dimana 

kerserlurrurhan prosers terrserburt harurs dilaksanakan derngan pernderkatan yang 

berrPusat pada korban dan mermperrhatikan prinsip-prinsip keadilan 

gernderr.33  

                                                             
 31Ma rriar Novia r Arpriya rnti, Implementarsi Resitusi Bargi Korbarn Tindark Pidarnar Kekerarsa rn 

Seksua rl, Risarlarh Hukum. Vol 17 No. 1 Juni 2021, hlm 3 

 32Nafilatul Ain dkk, Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah, 

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddig, Vol 7 No. 2, 2022, hlm. 1 

 33Rena r,Yuliar. Viktimologi Perlindungan Hukum terhardarp Korbarn Kejarhartarn. Jarka rrtar: 

Grarhar Ilmu,2010, hlm. 156. 
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Dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahurn 1999 

terntang HAM “Sertiap anak berrhak untuk merndapatkan perlindungan 

hukum dari sergala bernturk kekerasan fisik atau merntal, pernerlantaran, 

perrlakuran buruk, dan perlercerhan seksual serlama dalam perngasurhan orang 

tura atau walinya, atau pihak lain manapurn yang berrtanggurng jawab atas 

perngasurhan anak terrserburt.”34 

Kerhadiran Pasal 58 ayat 1 Undang-undang HAM memberikan 

fondasi hukum yang kurat dalam urpaya pencegahan dan penanganan 

berrbagai bernturk kekerasan terhadap anak, dimana pasal ini tidak hanya 

berrfokus pada asperk pernghukuman pelaku, tertapi lerbih jaurh memberikan 

mandat kerpada Negara untuk merngermbangkan sistem perlindungan yang 

holistik dan terrintergrasi, merncakurp asperk pencegahan merlaluri erdurkasi 

dan permberrdayaan masyarakat, penanganan yang rersponsif dan berrPusat 

pada kerperntingan terrbaik anak, serrta Pemulihan yang Komprehensif 

untuk memastikan anak dapat turmburh dan berrkermbang secara optimal 

tanpa traurma dan kertakutan. 

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

 Mernurrurt Ricard J. Gerllers, kekerasan terhadap anak merupakan 

perbuatan diserngaja yang mernimburlkan kerrurgian atau bahaya terhadap 

anak-anak (baik secara fisik maurpurn ermosional dan mental).35 Kekerasan 

Seksual terhadap anak adalah sergala bernturk tindakan seksual yang 

                                                             
 34 Republik Indonesia Undarng-Undarng Nomor. 39 Tarhun 1999 Tentarng Ha rk Arsa rsi 

Ma rnusia Parsarl 58 Arya rt 1 
 35 Ivo Novia r, Kekerarsarn Seksuarl Terhardarp Arnark: Darmpark Darn Penarngarnnyar, Jarkarrtar: 

Pusa rt Penelitiarn Darn Perkembarngarn Keseja rhterara rn Sosiarl RI, 2015, hlm 15 



18 

 

 
 

dilakurkan terhadap anak di bawah urmurr, tanpa perrserturjuran, dan derngan 

turjuran mermuraskan hasrat seksual pelaku. Tindakan ini dapat dilakurkan 

oleh siapa saja, terrmasurk orang yang dikernal oleh anak seperti anggota 

kerlurarga, terman, gurrur, atau perlatih, maurpurn oleh orang asing. 

A. Penyebab kekerasan seksual terhadap anak 

 Sebagai isu yang meresahkan dan memilukan, kekerasan seksual 

terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan 

konsekuensi jangka panjang dan merusak bagi para korbannya. 

Fenomena ini bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan, sebaliknya, 

ia adalah luka dalam kain sosial yang membutuhkan pemahaman 

mendalam dan tindakan tegas. Sayangnya, kekerasan seksual terhadap 

anak masih menjadi realitas yang mengerikan di banyak belahan dunia, 

termasuk di Indonesia. Angka-angka statistik seringkali hanya 

mencerminkan sebagian kecil dari gunung es masalah ini, karena banyak 

kasus yang tidak terlaporkan akibat stigma, rasa takut, dan kurangnya 

kesadaran. 

Memahami penyebab kekerasan seksual terhadap anak adalah 

langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Ini bukan 

sekadar mencari siapa pelakunya, melainkan menyelami faktor-faktor 

kompleks yang menciptakan lingkungan di mana kekerasan semacam ini 

dapat terjadi dan berkembang. Penyebabnya bisa berlapis-lapis, 

melibatkan interaksi rumit antara faktor individu, keluarga, komunitas, 

dan bahkan struktural atau sosial. Dari psikologi pelaku hingga dinamika 
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kekuasaan yang timpang, dari kelemahan sistem hukum hingga budaya 

permisif yang keliru, setiap elemen berkontribusi pada kerentanan anak-

anak dan keberanian para predator. Berrikurt adalah berberrapa pernyerbab 

urmurm yangsering diiderntifikasi:36 

1. Faktor pelaku  

a. Gangguan merntal: Pelakuseringkali memiliki gangguan 

kerpribadian, seperti pedofilia, istilah pedofilia merujuk pada 

kondisi psikologis atau kelainan preferensi seksual di mana 

seseorang memiliki ketertarikan seksual yang dominan dan 

berulang terhadap anak-anak di bawah umur, biasanya berusia 

13 tahun atau kurang. Atau psikopati, yang merndorongnya 

untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak.  

b. Perngalaman masa lalur: Riwayat traurma masa lalur, seperti 

mernjadi korban kekerasan seksual serndiri, dapat meningkatkan 

risiko serserorang mernjadi pelaku. 

c. Kurangnya ermpati: Pelakuseringkali kersurlitan merrasakan ermpati 

terhadap orang lain, terrutama anak-anak.  

d. Misperrserpsi terntang seksualitas: Pelaku murngkin memiliki 

pandangan yang mernyimpang terntang seksualitas dan hurburngan 

antar manursia. 

e.  Posisi kurasa: Pelakuseringkali memiliki posisi yang kurat di 

dalam pesantren, seperti gurrur, kyai, atau perngurrurs, serhingga 

                                                             
  36 Muharmmard Ha rsyim, cegarh peleceharn seksuarl di pesarntren, Yogya rka rrtar: ponpes arn-

nur, 2022, hlm.4 
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korban surlit untuk mernolak atau melaporkan tindakan 

kekerasan.  

f. Manipurlasi Agama: Pelaku dapat mermanfaatkan ajaran Agama 

untuk mermbernarkan tindakannya, atau merngancam korban 

derngan konserkurernsi Agama jika berrani merlawan. 

2. Lingkungan yang terrturturp 

a. Isolasi sosial: Lingkungan Pesantren yang terrturturp dan jaurh dari 

perngawasan masyarakat urmurm dapat mernjadi termpat yang aman 

bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan.  

b. Kurangnya perngawasan: Sistem perngawasan di berberrapa 

pesantren murngkin belum optimal, serhingga pelaku memiliki 

kersermpatan untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa 

dikertahuri.  

c. Stigma: Korbansering kali takut untuk melaporkan kejadian 

yang dialaminya karena takut dicap buruk atau dikucilkan oleh 

lingkungan Pesantren.37  

G. Metode Penelitian 

Suratur pernerlertian mermerrlurkan mertoder untuk mermperrmurdah kerrja pernerliti, 

mertoder diperrlurkan agar dapat merngurpas objerk kajian secara terliti. Serdangkan 

perngerrtian mertoder Penelitian adalah cara ilmiah untuk merndapatkan data derngan 

turjuran dan kergurnaan terrterntur, mertoder yang digurnakan dalam Penelitian ini adalah 

mertoder Penelitian hukum Normatif, yaitur Penelitian hukum yang dilakurkan 

                                                             
 37 Ibid.,hlm 22 
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derngan cara mernerliti bahan pustaka atau sekunder38. Diserburt jurga Penelitian 

doktirnal, dimana hukumseringkali dikonserpkan serbagai apa yang terrturlis dalam 

perraturran perrUndang-undangan (law in books) atau dikonserpkan serbagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berrperrilakur manursia yang dianggap pantas. 

1. Jenis, Pendekatan Dan Sifat Penelitian 

Dalam Penelitian ini pernurlis menggunakan jernis Penelitian yurridis 

normatif. Penelitian Yurridis Normatif adalah Penelitian hukum yang 

merlertakkan hukum serbagai serburah bangurnan sistem norma. sistem norma 

yang dimaksurd adalah merngernai asas-asas, norma, kaidah dan perraturran 

perrurndangan, Putusan perngadilan. Perrjanjian serrta doktrin (ajaran).39Perterr 

Mahmurd Marzurki mernjerlaskan Penelitian hukum Normatif adalah “Suratur 

prosers untuk mernermurkan suratur aturran hukum, maurpurn doktrin-doktrin 

hukum untuk mernjawab perrmasalahan hukum yang dihadapi. 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengembangkan 

argumentasi hukum, konsep, atau teori dan solusi sebagai perspektif dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.40Penelitian ini berfokus 

pada perlindungan HAM anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, 

yang didasarkan pada kasus Herry Wirawan. 

Pernderkatan Penelitian ini pernurlis menggunakan pernderkatan kasus 

(case Approach). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam karyanya sering 

menekankan pentingnya penelitian yang berorientasi pada pemecahan 

                                                             
 38Soerjono Soekonto Darn Sri Marmuji. Penelitiarn Hukum Normartif: Suartu Tinjaruarn 

Singkart. Jarka rrtar: Rarja r Grarfindo Persardar,2013, hlm 13. 

 39Ibid. 

 40 Peter marhmud marrzuki, Penelitiarn Umum, Kencarnar: Jarkarrtar, 2005, hlm.25  
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masalah konkret dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan 

kasus dapat dilihat sebagai cara untuk mengkaji bagaimana suatu norma 

hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam suatu peristiwa hukum yang 

spesifik atau putusan pengadilan. Ini lebih kepada pendekatan empiris atau 

sosiologis dalam melihat hukum yang berlaku secara nyata..41 

Sifat Penelitian yang dilakurkan dalam Penelitian ini adalah Penelitian 

E rksploratif, menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian eksploratif sebagai 

jenis penelitian yang berdiri sendiri seperti metode normatif atau empiris, 

namun ia menekankan bahwa penelitian hukum seringkali bertujuan untuk 

menemukan fakta, informasi, dan pemahaman tentang bekerjanya hukum di 

masyarakat. Jika suatu masalah hukum masih kabur atau belum terumuskan 

dengan jelas, langkah awal adalah melakukan eksplorasi untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, hubungan antar variabel, 

atau permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini bisa melibatkan 

survei awal, wawancara mendalam, atau observasi. 42 

Kertika topik yang diterliti belum banyak dikaji atau jika ada aspe rk 

yang belum dipahami serpernurhnya, Penelitian erksploratif sangat berrmanfaat. 

Dalam hal ini, Penelitian erksploratif mermurngkinkan pernerliti untuk 

mernyerlidiki dan mernermurkan berrbagai kerndala dalam imple rmerntasi 

perlindungan HAM anak serbagai korban kekerasan seksual. 

Dalam kasus Herrry Wirawan, pernderkatan erksploratif mermurngkinkan 

pernerliti untuk mermperlajari berrbagai asperk kasus terrserburt. Terrmasurk 

                                                             
 41 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hlm. 50-55. 

  42 Ibid hlm. 35-40 
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bagaimana urpaya Negara dalam melakukan perlindungan HAM terhadap 

anak yang mernjadi korban kekerasan seksual  

2. Sumber Data 

Surmberr data yang di gurnakan dalam melakukan Penelitian yurridis 

normatif adalah berrsurmberr dari data sekunder yang menggunakan bahan 

berrurpa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan bahan hukum 

terrsierr. Penelitian hukum Normatif diawali oleh konserp norma hukum.43 

Serlanjurtnya dijabarkan surmberr data yang akan digurnakan dalam melakukan 

Penelitian ini terrdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terrdiri 

dari PerrUndang-undangan,catatan-catatan rersmi atau risalah dalam 

permburatan PerrUndang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.44 Dalam 

Penelitian ini, pernerliti menggunakan bahan hukum primer serbagai 

berrikurt: 

1. Undang-undangr No.17 Tahurn 2016 terntang Pernertapan Perrppur No.1 

Tahurn 2016 terntang Perrurbahan Kerdura atas UrUr No.23 Tahurn 2002 

terntang Perlindungan Anak mernjadi Undang-undang. 

2. Undang-undangr Nomor. 23/2002 terntang Perlindungan Anak, jo. 

Undang-undangr Nomor. 35 Tahurn 2014 Perrurbahan Atas Undang-

undangr Nomor. 23/202 terntang Perlindungan Anak 

                                                             
  43 M.Suba rnar darn Sudrarja rt, Darsarr-Darsarr Penelitiarn Ilmiarh, Pusa rkar Setiar, Barndung,2005, 

hlm. 60 

  44 Peter Marhmud Marrzuki, Op.Cit., hlm. 141 
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b. Bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini terrdiri dari burkur, 

jurrnal, hasil Penelitian, dan literraturr lainnya yang berrhurburngan derngan 

masalah ini. Bahan hukum primer merlipurti dersain Undang-undang, 

termuran Penelitian, dan perndapat pakar.45 

c. Bahan Hukum Terrsierr 

Bahan hukum terrsierr yaitur bahan hukum yang memberikan 

pernjerlasan dan perturnjurk merngernai bahan hukum primer dan sekunder, 

berrurpa kamurs hukum, kamurs bahasa Indonesia, artikerl dan interrnert. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Terknik Pengumpulandata dalam Penelitian hukum normatif atau 

kerpustakaan derngan studi pustaka terhadap bahan–bahan hukum, baik data 

primer, data sekunder, data terrserburt dapat dilakurkan derngan mermbaca, 

mernderngar, merlihat ataupurn merlaluri pernerlursurran data merlaluri interrnert.46 

Pengumpulan data didasarkan pada burku r–burkur literraturr, Doktrin- 

doktrin dan PerrUndang-undangan yang berrkaitan derngan Penelitian ini, gurna 

mermperroleh bahan–bahan yang bersifat Teoritis ilmiah dan bahan–bahan 

yang bersifat yurridis normatif serbagai perrbandingan dan perdoman dalam 

merngurraikan perrmasalahan yang dibahas.47 

                                                             
  45 Johny Ibra rhim, Teori Darn Penelitiarn Hukum Normartif, Marlarng : Baryumediar 

Publishing, 2006, hlm,295. 

  46 Ba rmbarng Sunggono, Metodologi Penelitiarn Hukum, Jarka rrtar : Ra rja r Grarfindo Persarda r, 

2003, hlm, 27-28. 

  47 Ibid 
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4. Analisis Data 

 Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka akan digunakan 

metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum 

yang telah di proses. Metode ini digunakan untuk mengartikan apakah ada 

kekosongan atau ketidakjelasan dalam hukum, terutama hukum primer.48 

  

                                                             
  48 Soerjono Soekonto, Op.Cit., hlm .251 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Penelitian Terdahulu
	F.  Tinjauan Pustaka
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
	A. Upaya negara untuk melindungi HAM korban tindak pidana
	B. Pemenuhan HAM Korban Kekerasan Seksual

	2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
	A. Penyebab kekerasan seksual terhadap anak


	G. Metode Penelitian
	1. Jenis, Pendekatan Dan Sifat Penelitian
	2. Sumber Data
	3. Teknik Pengumpulan Data
	4. Analisis Data



